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Abstrak
 

Isyu Timor-Timm telah menjadi ganjalan hubungan kedua negara bertetangga, yakni Australia dan

Indonesia, sejak pasukan Indonesia menduduki wilayah itu pada bulan Desember 1975. Kebijakan Perdana

Menteri Gough Whitlam yang telah memberikan persetujuan ?diam-diam" terhadap invasi Indonesia di

Timor Timur dikemudian hari selalu menjadi perdebatan di tingkat politik domestik Australia. Melalui

berbagai pendekatan selama ini pemerintah Australia berusaha untuk meredam persoalan Timor Timur. Para

elit politik di Canberra lebih memusatkan pada hubungan baik dengan Indonesia sampai dengan terjadinya

pergantian pemerintahan di benua Kanguru pada tahun 1996.

 

John Winston Howard dari Partai Liberal terpilih menggantikan Paul Keating pada bulan Maret 1996. Pada

awal masa pemerihtahannya Australia tidak meiihat signifikansi untuk mengadakan perubahan , posisi

Indonesia di Timor Timur. Canberra tetap mendukung integrasi wilayah Timor Timur dalam kerangka

negara kesatuan Republik Indonesia. Howard hanya mencoba mengkaitkan program-program bantuan

Australia dengan pelaksanaan hak azasi manusia.

 

Hubungan baik dua negara berkekuatan menengah ini kemudian mengalami ujian setelah terjadi krisis

multi-dimensi di Indonesia. Kondisi Indonesia yang terpuruk merupakan akibat dari krisis ekonomi di Asia

Tenggara yang menyebabkan jatuhnya nilai tukar mata uang berbagai negara di kawasan itu terhadap dollar

Amerika. Kemudian kondisi ini disusul dengan kejatuhan regim Suharto serta berbagai kerusuhan politik di

berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Timor Timur hingga keputusan pertama Habibie untuk

memberikan status khusus bagi propinsi Indonesia yang ke 27 dan kemudian ditambah menjadi pilihan

kemerdekaan. Pada akhirnya situasi dan kondisi Indonesia serta krisis di Timor Timur mendapat perhatian

yang luas di Australia.

 

Sikap Pemerintah Australia yang semula dapat dikaitakan pasif dalam masalah Timor Timur kemudian

menjadi berubah setelah Menteri Luar Negeri Alexander Downer mengumumkan kebijakan baru Australia

pada bulan Januari 1999. Untuk dapat mencapai rekonsiliasi di Timor Timur, Canberra lebih cenderung

pada self determination daripada menerima kedaulatan Indonesia atas wilayah itu. Selanjutnya Australia

menjadi sangat aktif dalam membantu proses jajak pendapat yang telah disepakati oleh Indonesia-Portugal.

Australia memberikan bantuan baik personil maupun Jana bagi misi PBB di Timor Timur, UNAMET.

Ketika eskalasi. ketegangan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang bertikai di Timor Timur

semakin meningkat, Australia adalah negara yang paling gencar mengusulkan agar segera dikirim pasukan

internasional. Australia juga yang menyatakan paling siap untuk memimpin pasukan internasional kepada

Sekjen PBB.

 

https://lib.ui.ac.id/detail?id=75114&lokasi=lokal


Perubahan kebijakan luar negeri Australia semakin jelas setelah dikeluarkannya opsi kedua oleh Habibie

yang memberikan peluang bagi rakyat Timtim untuk melepaskan diri dari Indonesia. Australia menjadi

semakin yakin untuk menyelesaikan masalah Timtim khususnya, dan menghapus kerikil yang selama ini

menghalangi hubungan bilateral Australia-Indonesia.

 

Dalam mengkaji perubahan kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia sebagaimana dijelaskan di

atas, penelitian ini menggunakan analisis input kebijakan luar negeri. Mekanisme ini digunakan untuk dapat

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri Australia pada masa John

Howard, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mendapatkan analisis yang akurat peneliti

juga melihatnya melalui analisis tingkat individu dan sistem internasional.

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didukung dengan metode deskriptif analisis dan

pengamatan data sekunder melalui referensi terpilih. Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian adalah

kelemahan Indonesia telah dimanfaatkan oleh Australia untuk menekan Indonesia dan menunjukkan dirinya

sebagai kekuatan menengah di Asia Pasifik. Australia juga mampu memanfaatkan dukungan masyarakatnya

selain untuk kepentingan nasionalnya sekaligus untuk kepentingan pribadi Howard, seperti mencari

popularitas dalam rangka referendum mengenai republik dan pemilu di Australia. Keengganan AS terlibat

Iangsung dalam masalah Timtim kali ini dilihat oleh Australia sebagai "lampu hijau" untuk menyelesaikan

krisis- di Bumi Lore Sae secara tuntas. Hal ini terbukti karena selama ini (sampai dengan bulan Januari

1999) masalah tersebut tidak mampu mencapai kesepakatan dalam penyelesaian, baik di tingkat multilateral

(PBB) maupun di antara pihak-pihak yang bertikai, yaitu Indonesia dan Portugal. Bahkan tindakan

kekerasan dan ancaman perang saudara justru ,semakin meningkat di wilayah tersebut.


